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Tesis ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang Tinjauan
Yuridis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada Pengadilan
Negeri Palopo. Untuk menemukan jawaban apa yang menjadi faktor-faktor
penghambat pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan terhadap perkara di pengadilan Negeri Palopo.

Perma RI No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari perma No. 1
Tahun 2008, sebagaimana sebelumnya telah diatur pula dalam Perma No. 2 Tahun
2003 serta SEMA No. 1 tahun 2002, karena Perma ini dianggap belum optimal
dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan
mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perma RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palopo masih
jauh dari yang diharapkan, bahwa sebelum terbitnya perma No. 1 tahun 2016
berdasarkan data yang diperoleh penulis selama 4 (empat) tahun terakhir
keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Palopo mencapai 6,17%, kemudian
setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 keberhasilan mediasi mencapai 5,36 %.
Berdasarkan hasil peneliatian tersebut dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Negeri
Palopo tidak mengalami peningkatan.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara di pengadilan Negeri
Palopo adalah faktor budaya, faktor mediator, faktor para pihak dan faktor
advokad. Upaya mengatasi rendahnya keberhasilan mediasi adalah memberikan
pemahaman kepada para pihak tentang prosedur, manfaat dan akibat hukum bagi
pelaksanaan mediasi, peran kuasa hukum untuk mendukung proses dan hasil
mediasi, kewajiban Hakim pemeriksa perkara untuk menjelaskan manfaat dan
prosedur mediasi, penting bagi para pihak untuk mendapatkan pemahaman dan
informasi mengenai peran dan fungsi mediasi dari Hakim pemeriksa perkara.
Pemahaman itu berperan penting untuk memberi motivasi kepada para pihak
untuk terlibat proses mediasi, kemudian pemberdayaan peran Mediator Hakim
melalui pengaturan perincian tugas Mediator dan penjaminan kualitas mediasi.
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This thesis aimed at finding out about a juridical review towards the
implementation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia
Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts at the Palopo
District Court. Finding out what are the inhibiting factors for the implementation
of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016
concerning Mediation Procedures in Courts at the Palopo District Court.

Regulation No. 1 of 2016 is an improvement from the Supreme Court
Regulation No. 1 of 2008, as previously also regulated in the Supreme Court
Regulation No. 2 of 2003 and SEMA No.I of 2002, because this Supreme Court
Regulation is considered not optimal in fulfilling the need for more efficient
mediation implementation and capable of increasing the success of mediation in
court.

The results of the study conclude that the the Supreme Court Regulation
Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in courts at the Palopo
District Court is still far from expected, that before the issuance of the Supreme
Court Regulation No. 1 of 2016 based on data obtained by the author for the last 4
(four) years, the success of mediation at the Palopo District Court reached 6.17%,
then after the issuance of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 the success
of mediation reached 5.36%. Based on the research results, it can be concluded
that the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation
Procedures in Courts at the Palopo District Court has not increased the successful
of mediation numbers.

The factors inhibiting the implementation of the Supreme Court

Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts regarding
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cases in the Palopo District Court are cultural factors, mediating factors, parties'
factors and advocacy factors.

Efforts to overcome the low success of mediation are to provide
understanding to the parties about the procedures, benefits and legal consequences
for the implementation of mediation, the role of the attorney to support the
process and results of the mediation, the obligation of case examining judges to
explain the benefits and procedures of mediation, it is important for the parties to
gain understanding and information regarding the role and function of mediation
of case examining Judges. This understanding plays an important role in
motivating the parties to be involved in the mediation process, then empowering
the role of the Judge Mediator through the detailed arrangement of the Mediator's

duties and ensuring the quality of the mediation.
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